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PENETAPAN
Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Skw

[

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan
penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai BUMN, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota
Singkawang, sebagai Penggugat.
melawan
TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Konsultan Teknik, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota
Pontianak, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

muka sidang.

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2022 telah
mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Singkawang dengan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 6 April 2022,

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2011, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 18 Juli 2011.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian karena alasan
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pekerjaan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang,
sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Jalan XXXXX, Kota Pontianak, namun setiap satu bulan sekali Penggugat
datang menemui Tergugat.

3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak:

3.1 ANAK 1, lahir tanggal 18 Mei 2012,
3.2 ANAK 2, lahir tanggal 13 Juli 2015
sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat
dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
dikarenakan Tergugat bersifat egois dan tempramen, Tergugat pernah
meminta Penggugat untuk berhenti bekerja dan Tergugat sering melarang
Penggugat untuk mengikuti pelatihan sebagai tuntutan pekerjaan.

5. Bahwa ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat
pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
seperti memukul Penggugat, menampar wajah Penggugat dan melempar
kursi ke arah Penggugat.

6. Bahwa sejak tanggal 1 Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah kumpul lagi.

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak pada tanggal 3 April 2022 yang terjadi via
telepon disebabkan Tergugat marah saat Penggugat tidak merespon
WhatsApp dari Tergugat.

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan
cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat
namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
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9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi
dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah
pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.
(Hakim Pengadilan Agama Singkawang), sebagaimana laporan mediator
tanggal 21 April 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat
dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan sebagai berikut:

1. Dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya benar, namun Tergugat akan
memberikan keterangan terhadap dalil gugatan angka 5 (lima) dan dalil
gugatan angka 7 (tujuh).
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B4

2. Dalil gugatan angka 5 (lima) benar bahwa Tergugat pernah melakukan
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat namun sejak tahun
2019 Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan hal tersebut.

3. Dalil gugatan angka 7 (tujuh) benar bahwa terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat pada awal bulan April
2022 disebabkan Penggugat tidak bersedia untuk merayakan hari raya idul
fitri tahun ini di Pontianak, namun pertengkaran tersebut hanya sebatas
teks melalui percakapan WhatsApp.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan keberatan
bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan
replik secara lisan menanggapi jawaban Tergugat atas dalil gugatan angka 5
(lima) bahwa benar, sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah lagi
melakukan kekerasan dalam rumah tangga namun Tergugat masih sering
marah-marah kepada Penggugat dan Penggugat membenarkan jawaban
Tergugat atas dalil gugatan angka 7 (tujuh) serta Penggugat tetap dengan
gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas
nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah,
Kota Singkawang, tanggal 18 Juli 2011. Alat bukti surat tersebut telah ditempel
meterai, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua
Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi yaitu:

I. SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di
hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan
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telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar
10 (sepuluh) tahun yang lalu.

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah saksi selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian pisah rumah
karena Penggugat bekerja di Singkawang sedangkan Tergugat bekerja
di Pontianak namun setiap minggu mereka saling mengunjungi.

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak sekitar 2 (dua) bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus.

— Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar hanya melihat saat mereka bertengkar melalui telepon.

— Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat sering marah-marah karena pekerjaan Penggugat seperti
Penggugat lambat pulang kerja ataupun mengikuti kegiatan-kegiatan
kantor lainnya.

— Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat pernah melakukan
kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat seperti menampar,
melempar kursi dan mengancam Penggugat. Hal tersebut tidak saksi
lihat langsung karena terjadi saat Penggugat dan Tergugat berada di
Pontianak.

— Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung
sejak kunjungan Tergugat yang terakhir kali yaitu sekitar 3 (tiga) bulan
yang lalu.

— Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil.

— Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan
Tergugat.
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II. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Karyawan BNI, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di
hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.

— Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

— Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
orangtua Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian
mereka pisah rumah karena tuntutan pekerjaan. Penggugat tetap di
Singkawang sedangkan Tergugat tinggal di Pontianak. Hal tersebut saksi
ketahui dari cerita Penggugat dan juga melihat sendiri saat berkunjung
ke kediaman Penggugat tidak pernah menjumpai Tergugat.

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

— Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak sekitar sekitar tahun 2012, karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus.

— Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat
bertengkar hanya pernah 1 (satu) kali melihat mereka bertengkar melalui
telepon, selain itu Penggugat juga sering cerita kepada saksi mengenai
masalah rumah tangganya.

— Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah
Tergugat keberatan Penggugat bekerja.

— Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung
sejak kunjungan Tergugat yang terakhir kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan
yang lalu.

— Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar tetap rukun dengan

Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat dan
tidak menghadirkan saksi-saksi di persidangan.
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Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan
sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai
dengan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak
mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi, tetap pada jawaban semula dan
keberatan bercerai.

Bahwa pada sidang tanggal 11 Mei 2022 sebelum pembacaan putusan,
Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kemudian
Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat dan
mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan serta memohon
agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan
Penggugat.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan benar telah
setuju dan tidak keberatan dengan pencabutan gugatan dari Penggugat, dan
Tergugat bersedia rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan.
Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali
rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan
Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi
Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.
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Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal
4 Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah
pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatan tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan
Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80
ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai
gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis
Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat
sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan
yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 18 Juli 2011 oleh karena itu
Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat
menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa
kehidupan rumah tangganya sejak pertengahan tahun 2015 telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan
Tergugat bersifat egois dan tempramen, Tergugat pernah meminta Penggugat
untuk berhenti bekerja dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk
mengikuti pelatihan sebagai tuntutan pekerjaan. Selain itu, berawal dari
pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 1 Februari 2022 Penggugat pisah
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tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut
hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan.

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang
pada pokoknya menanggapi dalil gugatan angka 5 (lima) bahwa benar
Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada
Penggugat namun sejak tahun 2019 Tergugat sudah tidak pernah lagi
melakukan hal tersebut dan menanggapi dalil gugatan angka 7 (tujuh) bahwa
benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat
pada awal bulan April 2022 disebabkan Penggugat tidak bersedia untuk
merayakan hari raya idul fitri tahun ini di Pontianak, namun pertengkaran
tersebut hanya sebatas teks melalui percakapan WhatsApp, serta terhadap
gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada
pokoknya termuat dalam duduk perkara, sedangkan Tergugat telah
mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban.

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus (lex
specialis) dan perceraian tersebut didasarkan adanya perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya barang siapa
beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan
haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan
itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R. Bg tersebut, Penggugat dibebani
untuk membuktikan dalil-dalil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan
dipertimbangkan di bawabh ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah
bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 16 Juli
2011 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang
Tengah, Kota Singkawang, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan

materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.
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Menimbang, bahwa saksi | dan saksi |l Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi | Penggugat mengenai dalil gugatan
tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Il Penggugat mengenai dalil
gugatan tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, adalah
fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dan menyangkal sebagian dari
sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil bantahan
Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg, Tergugat dibebani
untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya
telah diberikan kesempatan secukupnya untuk menyerahkan bukti surat dan
menghadirkan bukti saksi, akan tetapi kesempatan yang telah diberikan
tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya oleh Tergugat, maka
Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil
bantahannya. Oleh karenanya dalil-dalil bantahan Tergugat dipandang tidak
cukup alasan dan dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah
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B4

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan karena upaya tersebut, maka
Penggugat menyatakan mencabut perkara a quo.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Pengadilan mengabulkan
permohonan pencabutan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan oleh
Penggugat sebelum perkara tersebut diputus dan Tergugat tidak keberatan,
sehingga permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan
ketentuan Pasal 271 RV (Reglement op de burgerlijke recht vordering), oleh
karenanya permohonan pencabutan gugatan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim telah bermusyawarah dan berkesimpulan untuk mengabulkan
gugatan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan akan menetapkan bahwa
Pengadilan mengabulkan gugatan pencabutan perkara Nomor
131/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Penggugat dan selanjutnya memerintahkan
Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
131/Pdt.G/2022/PA.Skw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singkawang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
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Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan
tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai
Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi,
S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy. Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.
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Perincian Biaya Perkara :
Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 340.000,00
PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00
Biaya redaksi : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 485.000,00

2L O
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